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TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

PENANGANAN KEBERATAN
INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Infrmasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Infrmasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi;
Peraturan ~ Dalam  Negeri  Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

1.
2
3.
4. Memiliki Tata Krama

Minimal Sarjana

. Menguasai Tata Pembukuan

Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Masyarakat yang membutuhkan informasi
publik dari Pemerintahah

AR A A

Formulir
Komputer
Telepon

Jaringan Internet
Alat Tulis Kantor

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
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Typewritten text
2026


Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik,
maka akan mengganggu proses penanganan
keberatan informasi publik.

Dicatat pada buku rekap informasi




SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Pendukung Keterangan
. . PPID atau
No Kegiatan Pemohon Bagian
9 . g . PPID Atasan Kelengkapan Waktu Output
Informasi Registrasi PPID
Pembantu
1. Pemohon informasi menyampaikan pengajuan 1. Formulir pengajuan 30 (tiga puluh) hari Formulir pengajuan keberatan Setelah ditemukannya
keberatan atas tidak terlayaninya permohonan - keberatan informasi kerja pelayanan informasi publik yang alasan keberatan
informasi yang dibutuhkan publik telah diisi dan dilampiri identitas
2. Identitas Pemohon pemohon
2. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan 30 (tiga puluh) hari Daftar pengajuan keberatan
pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan ;- ;- kerja pelayanan informasi
keberatan kepada Atasan PPID
3. Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para v Berkas pengajuan keberatan 30 (tiga puluh) hari Surat perintah tertulis kepada Sejak diterimanya
Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan - pelayanan informasi kerja PPID dan PPID Pembantu untuk keberatan secara tertulis
PPID Pembantu untuk menjawab permohonan memenuhi permintaan pemohon
informasi informasi yang mengajukan
keberatan pelayanan informasi
publik
4. Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu 1. Berkas pengajuan 30 (tiga puluh) hari Surat perintah tertulis kepada
untuk memenuhi  permintaan  informasi  dari -4 [ keberatan pelayanan kerja PPID dan PPID Pembantu untuk
Pemohon Informasi - -~ informasi yang telah diisi memenuhi permintaan pemohon
2. DIP yangtelah informasi yang meng_ajukan )
di K keberatan pelayanan informasi
iumumkan publik
5. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon Dokumen/informasi yang 30 (tiga puluh) hari Informasi publik yang diminta

informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang
dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan
menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon
informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon
informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah
diumumkan, karena informasi belum tersedia atau
termasuk informasi yang dikecualikan, maka
diberikan surat penolakan kepada Pemohon
Informasi

dimaksud oleh pemohon
informasi atau rekomendasi
surat penolakan dari PPID
atau PPID Pembantu karena
informasi yang diminta
merupakan informasi yang
dikecualika

kerja

oleh Pemohon Informasi atau
surat penolakan kepada Pemohon
Informasi




